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PUTUSAN
Nomor: 1273/Pdt.G/2024/PA.Krs

2Lty "
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN
Memeriksa dan Mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai
antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 26 Mei 2003, agama
Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxX, pendidikan SD, tempat
kediaman di Dusun Janten RT.005 RW.002 Desa Bulujaranlor
Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 Juni 1999, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun
Masjid RT.016 RW.003 Desa Wates Wetan Kecamatan
Ranuyoso Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang
telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kraksaan Nomor
1273/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 26 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni
2019, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor:0115/009/V1/2019 tertanggal 19 Juni 2019 dengan status

Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
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2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama
dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 3 tahun 3 bulan 3
hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Masjid
RT.016 RW.003 Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten
Lumajang, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad
dukhul) serta mempunyai anak;
2.1.Kheisa Adelia Putri, umur 4 tahun Lumajang. 30 Mei 2020 di bawah
asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2021, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena disebabkan:

3.1.  Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, sehingga memicu Pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

3.2. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti
yang jelas bahkan orang Tergugat juga ikut menuduh Penggugat
selingkuh;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus
berlanjut yang puncaknya terjadi akhir bulan Oktober 2023 disebabkan:
4.1. Orang tua Tergugat Tetap ikut campur dalam urusan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, bahkan pada bulan oktober 2023 sempat
tengkar antara orang tua Tergugat dengan orang tua Penggugat
yaitu saling dorong bahkan saling bentak;

5. Bahwa akibat peristiwa posita Nomor 4 kemudian Penggugat perqgi
meninggalkan tempat tinggal bersama pamit, yang sekarang Penggugat
berada di tempat tinggal orang tua Penggugat dan hingga sekarang telah
hidup berpisah rumah selama sekitar 1 Tahun 3 bulan 16 hari dan selama
itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling

meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;
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6. Bahwa peristiwa tersebut sebagaimana dalam posita nomor 3, 4 dan 5
telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun
1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat
sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina
rumah tangga bersama;

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir
dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah
tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan
terbaik yaitu dengan perceraian ini;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan
sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak
sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh
karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan anak yang bernama Kheisa Adelia Putri, perempuan, umur 4
tahun lahir di Lumajang 30 Mei 2020, berada di bawah pemeliharaan
(hadhanah) Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara
secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Kraksaan telah membuat
penetapan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 26 Juni 2024 yang pada
pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara
Cuma-Cuma;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
tanggal 05 Juli 2024 dan tanggal 15 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fifin Sheila Andini, Nomor

3513206605030003, tanggal 14-06-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Maijelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0115/009/V1/2019 Tanggal 19 Juni

2019, yang dikeluarkan oleh KUA Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo

Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
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telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-Saksi
1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, telah memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

— Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Kheisa Adelia Putri, lahir
di Lumajang, 30 Mei 2020/umur 4 tahun saat ini di bawah asuhan
Penggugat dalam keadaan baik;

— Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Wates Wetan
Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

— Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan orang tua Tergugat
sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh
tanpa ada bukti yang jelas;

— Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu
pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak
saling berkomunikasi;

— Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, telah memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

— Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Kheisa Adelia Putri, lahir
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di Lumajang, 30 Mei 2020/umur 4 tahun saat ini di bawah asuhan
Penggugat dalam keadaan baik;

— Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Wates Wetan
Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

— Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat
Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang
disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering
menuduh Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti
yang jelas;

— Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu
pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak
saling berkomunikasi;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada

gugatannya dan mohon putusan;
Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang
yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Probolinggo sehingga sesuai
dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang

relatif Pengadilan Agama Kraksaan;
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Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah
menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2019 dan ikatan perkawinan
tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan
demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara
cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis
Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati
Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan

Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil’/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut,
sebagaimana relaas panggilan nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 05 Juli
2024 dan tanggal 15 Juli 2024 Dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata
didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dianggap tidak hadir
dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan
persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini
diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal
tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz Il halaman 149

yang berbunyi sebagai berikut:

adde oSally Ally peall glaw Yoo ) ads 4yl s yaat Ol

Artinya: “ Apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-

bukti, serta memutus gugatan tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan
alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan
setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap

Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan
bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat
antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama
berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi
komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk
damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di
dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang
dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip
mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi
bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari
kebohongan—kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah

mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal
Penggugat di Dusun Janten RT.005 RW.002 Desa Bulujaranlor Kecamatan
Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, termasuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Agama Kraksaan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
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formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 19 Juni 2019
dan telah tercatat di KUA Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa
Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh
karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan
Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi
tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai
ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat sering
ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta
Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti yang jelas dan
berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah
berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan serta Penggugat dan
Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai anak bernama Kheisa Adelia
Putri, lahir di Lumajang, 30 Mei 2020/umur 4 tahun saat ini di bawah asuhan
Penggugat dalam keadaan baik, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat

tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai
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keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu

Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Penggugat

namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merkunkan

Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas telah
ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai anak
bernama Kheisa Adelia Putri, lahir di Lumajang, 30 Mei 2020/umur 4 tahun
saat ini di bawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Mei tahun 2021;

3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan orang tua Tergugat
sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti yang
jelas;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah
tangga yang baik, sehingga berpisah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling
berkomunikasi dan mengunjungi;

6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak
berhasil demikian pula pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup
untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga
yang disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering menuduh

Penggugat selingkuh tanpa ada bukti yang jelas;
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2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta putus
komunikasi selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan sudah tidak ada
harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;

3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Penggugat tidak berhasil

menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba’in sughraa Tergugat atas

Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak

ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:
- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada

harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa unsur—unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta—fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat

dipandang telah memenuhi unsur—unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
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tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga yang disebabkan
orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada

bukti yang jelas dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan
pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan
berturut—turut dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak
keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali
rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal
persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan

demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga
rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk
dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur—unsur terjadinya
perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor: 1273/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau
kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam
Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan
“Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak
harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami
isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan,
hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan

semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap
suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata—nyata
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, hal ini
sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita
Fighus Sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

o bl i (O 1)l 2 01§ Ly el 8 g LIS

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai
suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal
yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya
bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tegugat agar
keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan,
sebagaimana petunjuk Syari di dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa
Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :
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e 5 Lana L g Bl sl Y a1 il e puall ) G 3, 560
Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau
adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan,
sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan

merupakan neraka dan bencana”

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan
yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum
Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak
tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat
yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan
pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah

fighiyah yaitu :
C_LA.AJ‘ uj:. u_[.c ;.JS.A JMIGA.IL & )

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada

mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan

pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi :
ddllh alillayle lalgagilda gl dae jaae aidl )l

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka

hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;
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Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak hadhonah terhadap
anak bernama Kheisa Adelia Putri, lahir di Lumajang, 30 Mei 2020/umur 4
tahun;

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak

(hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama Kheisa Adelia
Putri, lahir di Lumajang, 30 Mei 2020/umur 4 tahun, Majelis Hakim berpendapat
bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca
perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan
terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil

dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah
terbukti bahwa anak bernama Kheisa Adelia Putri, lahir di Lumajang, 30 Mei
2020/umur 4 tahun dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup,
tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas
serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz Il halaman 195 :
4iilang al g8 2 g gl alg aing ) da 0l 340 1305

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia
mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih
berhak untuk memeliharanya.
Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabukan, dengan
menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017,
Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk

anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang
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hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan
hak hadhonah.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk
berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan, tanggal 26
Juni 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA

Pengadilan Agama Kraksaan tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

4. Menetapkan anak bernama Kheisa Adelia Putri, lahir di Lumajang, 30 Mei
2020 (umur 4 tahun) berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban
pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak
memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.

5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kraksaan
tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;
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Ketua Majelis

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il

Drs. Muhsin, M.H. Bustani, S.Ag., M\.M., M.H.

Panitera Pengganti

Syafiq Hamdi, S.H.
Perincian biaya :
Pendaftaran Rp 0,00
Proses Rp 0,00
Panggilan Rp 0,00
PNBP Rp 0,00
Sumpah Saksi Rp 0,00
Redaksi Rp 0,00
Meterai Rp 0,00
Jumlah Rp 0,00
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